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Abstrak:

UMKM di Indonesia menguasai 99% pasar di Indonesia, di Kota Tangerang sendiri tercatat
94.000 pelaku UMKM yang terverifikasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
pada Tahun 2020. Umumnya UMKM memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam
proses pencatatan keuangan, akuntansi dan pajak, hal tersebut karena UMKM lebih
mengedepankan proses penjualan produk. Hal tersebut memiliki risiko sehubungan tingkat
kepatuhan pajak UMKM yang dapat berdampak pada pemeriksaan pajak dan akhirnya tax cost
yang akan menguras kantong pelaku UMKM sendiri. Dari sisi regulator, Pemerintah
sebenarnya telah menerbitkan aturan dalam mengatasi keterbatasan tersebut. Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang Kkini diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan hak dan
kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sesuai Kriteria PP 23 Tahun 2018)
cukup membayar PPh final 0,5% dari omset setiap bulan dan tidak perlu menghitung laba rugi
komersial dan laba rugi fiskal. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini disampaikan kepada
pelaku UMKM di Kota Tangerang untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan
sosialisasi tentang aturan dan prosedur perpajakan khususnya penghitungan Pajak Penghasilan
dan Risiko Pemeriksaan serta membantu UMKM vyang selama ini kurang mendapatkan
informasi tersebut. Melalui metode sosialisasi dan demonstrasi, praktik, tanya jawab pada
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, diketahui bahwa umumnya peserta sadar akan
manfaat pajak bagi masyarakat meski tidak secara langsung, namun keterbatasan sumber daya
yang dimiliki menjadi batasan bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan. Namun dengan mengetahui risiko pemeriksaan pajak dan tax cost yang akan
ditanggung, Pelaku UMKM sebagai peserta kegiatan lebih waspada dan menimbang sisi positif
dan negatifnya dalam mematuhi ketentuan pajak atau tidak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Risiko Pemeriksaan Pajak, Usaha Mikro Kecil Menengah

Abstract:

MSMEs in Indonesia control 99% of the market in Indonesia, in Tangerang City alone, there
are 94 thousand MSME players verified by the Department of Industry, Trade, Cooperatives
and MSMEs in 2020. Generally, MSMEs have limited Human Resources in the process of
financial, accounting and tax records, this is because MSMEs prioritize the product sales
process. This has risks related to the level of MSME tax compliance which can have an impact
on tax audits and ultimately tax costs that will drain the pockets of MSME actors themselves.
From the regulator's point of view, the Government has actually issued regulations to
overcome these limitations. Government Regulation Number 46 of 2013 which is now replaced
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by Government Regulation Number 23 of 2018 provides convenience for MSME actors in
carrying out their tax rights and obligations where MSME Taxpayers (According to PP 23
Year 2018 Criteria) only need to pay 0.5% final Income Tax of turnover every month and no
need to calculate commercial profit and loss and taxable profit and loss. This Community
Service activity was conveyed to MSME actors in Tangerang City to assist the Directorate
General of Taxes in socializing tax rules and procedures, especially the calculation of Income
Tax and Audit Risk and assisting MSMEs who so far have not received this information.
Through the methods of socialization and demonstration, practice, question and answer in this
Community Service activity, it is known that in general participants are aware of the benefits of
taxes for the community, although not directly, but the limited resources they have are
limitations for MSME actors in carrying out tax rights and obligations. However, by knowing
the risks of tax audits and tax costs that will be borne, MSME actors as activity participants are
more alert and weigh the positive and negative sides of complying with tax provisions or not.
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PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di
Indonesia terus meningkat setiap tahun, peningkatan tersebut mendukung
perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jumlah pelaku UMKM
menguasai 99,99% pasar di Indonesia pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 62,9 juta unit
dan sisanya sebesar 0,01% atau sebanyak 5,4 ribu adalah pelaku usaha besar (Haryanti
& Hidayah, 2019). Adapun di Kota Tangerang sendiri ada 94.000 pelaku UMKM pada
Oktober 2020 yang terverifikasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Tangerang (Wiryono, 2020). Terlebih setelah dicetuskannya bantuan langsung
untuk UMKM dari Pemerintah Pusat, terdata 115.000 UMKM yang mendaftar dan
berlokasi di Kota Tangerang.

Tabel 1. Kriteria UMKM

Kriteria
Ukuran Usaha Aset Omzet
(tidak termasuk Tanah & Bangunan
Tempat Usaha) (Dalam 1 Tahun)
Usaha Mikro Maksimal Rp50 Juta Maksimal Rp300 Juta
Usaha Kecil Lebih dari Rp50 Juta-Rp500 Juta Lebih dari Rp300 Juta-Rp2,5 Milyar

Usaha Menengah  Lebih dari Rp500 Juta-Rp10 Milyar  Lebih dari Rp2,5 Milyar-Rp50 Milyar
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Kriteria
Ukuran Usaha Aset Omzet
(tidak termasuk Tanah & Bangunan
Tempat Usaha) (Dalam 1 Tahun)
Usaha Besar Lebih dari Rp10 Milyar Lebih dari Rp50 Milyar

Sumber: ukmindonesia.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
mengelompokkan golongan usaha sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1 bahwa ada 4
kriteria kelompok usaha dilihat dari jumlah aset (tidak termasuk tanah & bangunan)
dan juga dari kriteria jumlah omset dalam 1 tahun. Sebagaimana tabel 1 dapat diketahui
bahwa jumlah aset dan omset masing-masing kelompok berbeda, semakin sedikit aset
yang dimiliki kelompok usaha dapat berhubungan dengan sumber daya manusia yang
beraktifitas di masing-masing kelompok usaha tersebut. Untuk kelompok usaha mikro
dan usaha kecil, umumnya sumber daya manusia yang banyak ada di bagian
operasional sehingga proses pencatatan/pembukuan hingga perpajakan terbatas dan
terkadang diurus oleh pemilik usaha sendiri. Sehubungan dengan perpajakan di
Indonesia, mayoritas penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, namun
selama ini penerimaan pajak masih belum mencapai target yang diharapkan.

Umumnya, UMKM memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam
pencatatan keuangan, akuntansi hingga pajak (Samsiah & Lawita, 2017). Hal tersebut
dikarenakan pelaku UMKM lebih mengutamakan proses produksi dan penjualan
produk karena memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Dengan
terbatasnya sumber daya, proses pencatatan hingga pembukuan dan perpajakan pada
sektor UMKM menjadi jauh dari standar sehingga tingkat kepatuhan perpajakan
UMKM menjadi minim.

Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah mengetahui keterbatasan
pada sektor UMKM tersebut, sehingga meningkatnya jumlah pelaku UMKM di
Indonesia tidak sejalan dengan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Untuk mengatasi
hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang
merupakan aturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Milyar Rupiah setahun, dalam hal ini UMKM
termasuk salah satunya (Wulan & Kresnawati, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 berlaku sejak 1 Juli 2013 dan berakhir setelah berlaku Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018. Adapun perbedaan
dari kedua aturan tersebut yang berdampak pada pelaku UMKM adalah 1) tarif Pajak
Penghasilan yang lebih rendah yaitu menjadi 0,5% dari awalnya 1%, 2) adanya jangka
waktu penggunaan tarif PPh final menjadi 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk
Perseroan Terbatas, 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk CV, Firma dan
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Koperasi, serta batas 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pelaku UMKM
dengan omset tidak melebihi 4,8 Milyar Rupiah.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki usaha mikro kecil menengah juga
berdampak pada pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM dalam menjalankan hak
dan kewajiban perpajakan, padahal di satu sisi bahwa Indonesia menganut sistem self
assessment dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan sistem tersebut,
Wajib Pajak dituntut untuk mencari tahu sendiri, mempelajari sendiri setiap aturan
perpajakan yang berlaku, hingga penyusunan laporan pajak, penyetoran pajak dan
pelaporan pajak. Di sisi lain, jumlah petugas pajak dalam mensosialisasikan aturan
tersebut juga terbatas, sehingga proses penyerahan informasi perpajakan khususnya
kepada UMKM menjadi asimetri informasi atau tidak lancar karena antara Wajib Pajak
dan Petugas Pajak sama-sama dalam kondisi keterbatasan yang dapat menyebabkan
tidak berjalannya aturan perpajakan yang ada dan akhirnya penerimaan pajak tidak
sesuai target yang ditetapkan. Maka, masalah yang coba dipecahkan pada kegiatan ini
adalah: (1) Keterbatasan informasi atas cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan
Pajak Penghasilan bagi UMKM dan (2) Keterbatasan informasi risiko pemeriksaan
pajak bagi UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan suatu kegiatan untuk
mensosialisasikan aturan tentang pajak penghasilan khususnya Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 dan risiko pemeriksaan pajak bagi UMKM dengan tujuan
meningkatkan pengetahuan perpajakan pelaku UMKM di Kota Tangerang yang
berdampak positif pada tingkat kepatuhan pajak (Tarmidi, et al., 2021; Sarpingah, et
al., 2017; Syaputra, 2019), dan dengan meningkatnya pemahaman peserta atas risiko
pemeriksaan pajak diharapkan dapat meminimalkan tax cost atas denda pajak bagi
pelaku UMKM. Di sisi lain kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini juga
dapat membantu pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak (Herawati, et al.,
2018) karena semakin banyak pelaku UMKM yang paham dengan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Secara spesifik, manfaat dari kegiatan PkM ini adalah dalam rangka
peningkatan pemahaman UMKM khususnya bagaimana menghitung Pajak Penghasilan
terutang, menyetor Pajak Penghasilan terutang dan melaporkan pajak penghasilan dari
usahanya, serta peningkatan pemahaman atas resiko pemeriksaan pajak yang mungkin
timbul dari setiap transaksi dalam usaha UMKM seperti usaha dagang baik yang
memiliki toko maupun yang berjualan online, usaha di bidang kuliner, usaha di bidang
peternakan, usaha di bidang fashion dan konveksi, usaha transportasi dan bidang usaha
lainnya di wilayah Kota Tangerang.

Demi tercapainya hal tersebut, dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab
sosial organisasi sebagai akademisi, Dosen di Universitas Mercu Buana bekerja sama
dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang
melaksanakan kegiatan PkM. Sebagai mitra kerjasama PkM, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang secara aktif membantu UMKM
yang berada di bawah naungan dan tanggung jawabnya baik dalam penyebaran
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informasi sehubungan dengan UMKM dan informasi terkait lainnya, termasuk
perpajakan. Di sisi lain, Dosen Universitas Mercu Buana juga memiliki tanggung jawab
tridharma yang salah satunya adalah PkM, dan tim kegiatan PKM dari Prodi Akuntansi
memiliki tanggung jawab dalam membantu UMKM khususnya dalam peningkatan
pemahaman perpajakan serta membantu Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan
negara dari pajak. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan
kerjasama yang aktif antara masyarakat khususnya pelaku UMKM, dosen Universitas
Mercu Buana dan Pemerintah Kota Tangerang serta Direktorat Jenderal Pajak sebagai
regulator.

METODE

Dalam mengatasi permasalahan yang ada pada pelaku UMKM di Kota Tangerang
tersebut, kegiatan PkM ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti Gambar 1
berikut:

Gambar 1. Tahapan Kegiatan PkM

Gambar 1 menjelaskan proses atau tahapan kegiatan PkM, yaitu sebagai berikut:

. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, semua anggota pelaksana kegiatan PkM berbagi tugas baik komunikator
dengan mitra, Person in Charge (PIC) administrasi, PIC flyer dan sertifikat, PIC zoom
saat acara hingga pengisi acara. Selanjutnya dilakukan komunikasi awal dengan mitra
dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang perihal
maksud dan rencana kegiatan PkM. Diskusi juga dilakukan secara keseluruhan oleh tim
kegiatan PkM Universitas Mercu Buana dengan ketua Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang beserta jajaran dalam pemaparan
detail kegiatan PkM yang akan dilakukan seperti pengurusan izin, proses informasi
kepada UMKM, topik yang akan dibahas, waktu kegiatan, sarana kegiatan hingga
sertifikat dan metode pelaksanaan yang akan dilakukan.
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. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, tim kegiatan PkM bekerjasama dalam pelaksanaan webinar sosialisasi
tentang Pajak Penghasilan UMKM dan Risiko Pemeriksaan Pajak melalui beberapa
metode yaitu sosialisasi, praktik studi kasus, dan juga tanya jawab. PIC yang bertindak
sebagai pembicara melaksanakan tugasnya dalam memandu acara, sedangkan anggota
yang lain membantu teknis pada zoom dan lainnya seperti dokumentasi dan
penampungan pertanyaan dari peserta kegiatan.

. Tahap Laporan dan Evaluasi

Setelah melaksanakan kegiatan PkM, maka tim menyusun laporan kegiatan yang akan
diberikan kepada Pihak Universitas Mercu Buana dan juga sebagai evaluasi atas
kegiatan yang telah dilaksanakan bersama mitra yaitu Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang.

Adapun tahapan proses pelaksanaan kegiatan PKM yang dilaksanakan, seperti
tergambar pada gambar 2 berikut ini:

Sosialisasi dan Praktik Studi
Demonstrasi Kasus
Evaluasi Tanya Jawab

Gambar 2. Flowchart Pelaksanaan Kegiatan PkM

Adapun penjelasan dari Gambar 2 tersebut adalah sebagai berikut:

Metode sosialisasi dan demonstrasi

Pada tahap pelaksanaan, pertama kali Tim PkM melakukan presentasi ringkas tentang
PP23/2018 dan prosedur pemeriksaan pajak. Presentasi atas semua materi tentang Pajak
Penghasilan UMKM dan risiko pemeriksaan pajak dilakukan dengan bahasa sederhana
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dan menarik sehingga mudah dipahami peserta. Tahap ini dilakukan tidak terlalu lama
karena hanya poin-poin penting saja yang disampaikan dengan tujuan agar peserta tidak
terlalu bingung dengan materi yang disampaikan, mengingat tidak semua peserta tahu
dan memahami aturan-aturan perpajakan sehubungan dengan transaksi UMKM.
Metode ini dibutuhkan dalam memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan
peserta (Purba, et al., 2021) sehingga tumbuh kesadaran untuk patuh pajak (Herawati,
et al., 2018).

Metode praktik

Setelah melakukan presentasi, selanjutnya Tim PkM memberikan soal latihan atas
suatu kasus sebagai latihan agar kemampuan peserta dalam menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak penghasilannya meningkat. Metode praktik ini merupakan metode
yang lebih baik dalam mendukung metode sosialisasi guna meningkatkan kemampuan
peserta (Nugraeni & Susilawati, 2020; Mintarti, et al., 2020) dalam hal ini adalah
pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan terkait UMKM (Farida, et al., 2018;
Firmansyah, et al., 2019; Maulana, et al., 2020) serta pemeriksaan pajak.

Metode Tanya Jawab

Setelah dilakukan praktik studi kasus, selanjutnya pembicara dan moderator membuka
kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi tentang hak dan kewajiban
perpajakan yang masih belum dipahami baik secara teori yang dipresentasikan maupun
secara nyata yang dialami peserta. Metode tanya jawab meningkatkan penyampaian
informasi 2 arah antara tim PkM dan peserta sehingga dapat lebih mudah dalam
interpretasi topik sosialisasi dengan praktik di lapangan guna meningkatkan kepatuhan
pajak peserta (Rahmi, et al., 2020; Maghriby, et al., 2017).

Metode Evaluasi

Tahap ini adalah tahap terakhir dari pelaksanaan kegiataan PkM, Tim PkM melakukan
evaluasi dari kegiatan praktik studi kasus dan juga tanya jawab yang telah dilakukan.
Tahap evaluasi ini dilakukan agar tercapai tujuan awal kegiatan PKM tercapai yaitu
peningkatan pemahaman tentang pajak UMKM (Ningrum, et al., 2019) dan proses
pemeriksaan pajak bagi UMKM.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan PkM tentang Pajak Penghasilan dan Resiko Pemeriksaan Bagi Pelaku
UMKM di Wilayah Kota Tangerang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16
Februari 2021 jam 08.00 hingga jam 12.30 WIB dengan menggunakan saluran zoom
meeting sebagaimana hasil komunikasi antara tim Pengabdian Masyarakat Universitas
Mercu Buana dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota
Tangerang. Adapun saluran zoom yang digunakan pada tahap pelaksanaan adalah
dengan ID 94177000187 dan password 712636 sebagaimana hasil diskusi tim PkM
Universitas Mercu Buana dengan mitra pada proses persiapan, penggunaan saluran
zoom meeting mengingat keadaan pandemi covid yang masih terjadi di Indonesia saat
kegiatan berlangsung.
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Peserta yang hadir dan mengikuti jalannya acara adalah 90 orang yang
merupakan pelaku UMKM di bawah pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kota Tangerang.

Gambar 3. Peserta Kegiatan

Adapun demografi dari peserta yang hadir dapat digambarkan sebagai berikut:

0,
Di bawah 20 Tahun
20 - 30 Tahun
31-40 Tahun
(]
Di atas 40 Tahun

Gambar 4. Usia Peserta Kegiatan

Berdasarkan demografi usia peserta kegiatan yang dijelaskan pada gambar 4
diketahui bahwa peserta dengan usia di atas 40 Tahun adalah yang terbanyak yaitu
sebesar 35% sedangkan peserta di bawah 20 Tahun adalah yang terendah yaitu sebesar
12%. Dari demografi usia yang digambarkan menjelaskan bahwa animo pelaku
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UMKM yang berusia di atas 40 Tahun cukup tinggi, informasi tersebut menandakan
bahwa para generasi lanjut usia memiliki semangat yang tinggi dalam menerima
informasi terkait perpajakan atas transaksi usahanya.

H Perdagangan Online
M Fashion & Craft
m Kuliner
Peternakan
B Toko Kelontong

M Lainnya

Gambar 5. Jenis Usaha Peserta Kegiatan

Berdasarkan demografi jenis usaha peserta kegiatan sebagaimana dijelaskan
gambar 5 diketahui bahwa peserta terbanyak adalah pelaku UMKM dari usaha kuliner
yaitu sebesar 40% kemudian diikuti oleh pelaku UMKM dari usaha perdagangan
online. Jumlah pengusaha kuliner memang banyak jumlahnya (Amin, et al., 2022),
bukan hanya di Kota Tangerang namun juga di seluruh Indonesia. Animo pelaku
UMKM dari usaha kuliner dan pedagang online cukup baik mengingat tingginya
transaksi dari kedua sektor usaha tersebut, sedangkan sumber daya yang dimiliki dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan umumnya mayoritas pekerja ada di
bagian produksi atau pelayanan.

Dari semua proses yang telah dilakukan baik persiapan, pelaksanaan hingga
evaluasi, berikut adalah hasil kegiatan berupa sosialisasi Pajak Penghasilan dan risiko
pemeriksaan Pajak pada pelaku UMKM di Kota Tangerang:

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, semua anggota pelaksana melakukan diskusi untuk pembagian tugas
yaitu Ibu Rieke Pernamasari sebagai komunikator dengan mitra (Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang), Ibu Sri Purwaningsih sebagai PIC
dalam pengurusan surat menyurat dan laporan kegiatan, Bapak Indraguna
Kusumabratha sebagai PIC dalam pengurusan Flyer dan Sertifikat, Bapak Hotma
Timbul Gultom sebagai PIC sarana zoom, serta Bapak Deden Tarmidi sebagai
pembicara pada pelaksanaan.

Pada tahap ini juga dilakukan kordinasi dengan mitra Dinas Perindustrian,
perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang tentang kegiatan sosialisasi yang
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akan dilaksanakan. Sesuai kesepakatan dihasilkan keputusan bahwa kegiatan sosialisasi
akan dilakukan secara daring, mengingat masih adanya virus COVID-19 khususnya di
Kota Tangerang.

Tahap Pelaksanaan
Tahap ini adalah tahap inti dari kegiatan PkM ini, tahap ini dilaksanakan dengan
beberapa bagian yaitu:

a) Pembukaan oleh Pejabat dari Universitas Mercu Buana yaitu Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Bapak Dr. Harnovinsah, M.Si., Ak., CA.

Gambar 6. Pembukaan oleh Dekan FEB UMB

Pada kesempatan itu, Bapak Harnovinsah selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mercu Buana menjelaskan pentingnya tridharma yang dilakukan oleh
Dosen FEB UMB khususnya PkM untuk pelaku UMKM karena UMKM merupakan
sektor usaha terbanyak di Indonesia yang artinya banyak menyerap tenaga kerja dan
faktanya memiliki daya tahan yang kuat pada kondisi pandemi saat ini.

b) Sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota

Tangerang yaitu Bapak Teddy Bayu Putra, S.Sos.

Pada kesempatan ini, Bapak Teddy menjelaskan bahwa jumlah pelaku UMKM di kota
Tangerang cukup banyak yaitu 115.000, terlebih setelah adanya program bantuan
UMKM dari Pemerintah. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang merupakan tahun ke-2 sangat penting dan
bermanfaat bagi peserta kegiatan yaitu pelaku UMKM di Kota Tangerang.
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Gambar 7. Sambutan dari Mitra

c) Sosialisasi, Demonstrasi dan Studi Kasus.

Setelah pembukaan dan sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang
pajak penghasilan bagi UMKM juga risiko Pemeriksaan Pajak bagi UMKM oleh
pembicara Bp. Dr. Deden Tarmidi, SE., M.Ak., BKP. sebagai bagian dari tim
Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana.

Pada tahap ini, pembicara mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang kriteria UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu serta risiko pemeriksaan bagi Pelaku UMKM. Materi yang
disosialisasikan tersebut perlu diketahui dan dipahami pelaku UMKM Kkarena
berhubungan dengan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah khususnya dalam
administrasi perpajakan. Pada tahap ini juga dijelaskan secara jelas dan ringkas tentang
bagaimana hak dan kewajiban perpajakan pelaku UMKM sesuai aturan berlaku dan
bagaimana risiko pemeriksaan pajak yang ditanggung pelaku UMKM jika hak dan
kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan baik dalam proses penghitungan, penyetoran,
hingga pelaporan pajak.

Selain melakukan sosialisasi, pembicara juga memberikan demonstrasi cara
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan UMKM serta studi kasus
contoh risiko pemeriksaan pajak dan tax cost yang mungkin akan menjadi beban pelaku
UMKM. Pada bagian ini juga, pembicara mengajak peserta untuk memecahkan contoh
soal terkait penghitung, penyetoran dan pelaporan pajak serta risiko pemeriksaan,
kemudian dibahas secara bersam-sama.

Contoh penghitungan PPh Final UMKM sebenarnya ada dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dengan tarif 0.5% setiap bulan dan Pelaku UMKM
hanya melaporkannya pada SPT Tahunan saja, namun secara umum peserta tidak
paham dengan jelas, sehingga diperlukan contoh-contoh kasus dan transaksi yang biasa
dilakukan pelaku UMKM dalam usaha.
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Gambar 8. Sosialisasi & Studi Kasus

Secara detail, materi yang disosialisasikan bersamaan dengan contoh studi kasus yang
disampaikan oleh Bapak Deden Tarmidi sebagai berikut:

Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Subjek Pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Jangka Waktu Pengenaan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahu 2018.

Cara menghitung Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018.

Cara menyetor Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242
Tahun 2014 melalui e-billing.

Cara melaporkan Pajak Penghasilan Final pada SPT Tahunan Orang Pribadi atau Badan
kriteria UMKM sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014.

Insentif Pajak sehubungan dengan COVID-19 sesuai PMK 44/2020 j.o PMK 86/2020
dan j.o PMK 9/2021.

Risiko Pemeriksaan Pajak sehubungan dengan tidak dilaporkannya dan tidak
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dilampirkannya rekap transaksi UMKM di SPT Tahunan.
Risiko Pemeriksaan Pajak sehubungan dengan tidak dilaporkannya realisasi insentif
UMKM.

PAJAK UMKM

Pasal 3.
Wallt: Pajak dikenakan PPh Finad terds dan
Dasas Milam | 1 Wajib Peak Orang Priboats
— — 2  Waiib Paak Badan berbentuk Keperasi, Persekutuan

Komandter, Fumna, dan Porsoroan Torbatas
Paraturan Pamemntah

Nomos 23 Tahun 2018 Yang menenma ata memipercieh penghasian dengan peredaran

Bruno tdak medebini 4 3 Mivar datam 1(5810) Tabun Paiak”

| X Omsa! Tahun sed »
Siapa $ih Mereha? Ovftung dar Omse! Tahun sebelumnys :
WP bany dapa mamlh menguurgan PR3 (Fre) alay Pasad 17

namal)

Gambar 9. Subjek PPh Final - UMKM

Gambar 9 menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018, Wajib Pajak yang dapat dikenakan PPh Final adalah Wajib Pajak yang menerima
atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Milyar dalam
1 (satu) Tahun Pajak. Pelaku UMKM sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 memiliki omset dalam 1 Tahun paling banyak adalah 50 Milyar Rupiah. Peserta
kegiatan ini memiliki omset tidak lebih dari 4,8 Milyar Rupiah dalam 1 (satu) Tahun,
sehingga menjadi Subjek PPh Final sesuai Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun
2018.

PAJAK UMKM

Pasal 5
Jangka Waklu Penganaan PPh Final paling lama
Dasar Hukum » 7 Tahun bag Wasb Pajak Orang Pribadi
B . * 4 Tahun bagi Wasb Pajak Badan barbentuk Koparas),
Parsturan Pemetintah \ Persekutuan Komandiler, Firma, dan
Nomor 23 Tahun 2018 « 3 Tahun baqgl Wasib Pajak Badan berbentuk Perseroan
Torbatas

Berapa Lama Pake PPh
Final? !

Gambar 10. Jangka Waktu Pengenaan PPh Final

Gambar 10 menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018, Pengenaan PPh Final terbatas pada waktu-waktu yang ditentukan pada masing-
masing jenis wajib pajak yaitu 7 Tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 Tahun bagi
Wajb Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, dan firma, kemudian
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batas waktu 3 Tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas. Saat
informasi ini disampaikan, banyak peserta yang kaget dan takut khususnya pelaku
UMKM yang melakukan usaha pribadi, karena hanya diberikan waktu sampai 7 Tahun
untuk menggunakan tarif PPh final. Jalan keluar bagi peserta adalah bersiap untuk
mempelajari pembukuan sederhana sesuai SAK ETAP atau menggunakan software
pembukuan sederhana yang sudah banyak beredar.

PAJAK UMKM

| Pasal 2
0 5% X omsat tiag bulan
Dasar Hukum Tizak tarmasuk panghasilan
= Sebaos Prifesional (ex, Dosen, Konsultan, artis dil)
+ Panghasilan dan Luar Negan
« Panghasilan Final lsn {ex Sowas ruangan / kes)

Pargtuan Pameanntah
Normor 23 Tahun 2018

8ageimaena Cara |
Menghtungnys? |

Gambar 11. Menghitung PPh Final

Gambar 11 menjelaskan cara menghitung PPh final bahwa sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 caranya adalah dengan mengalikan tarif 0.5%
dengan omset tiap bulan. Pada tahap ini juga diberikan contoh penghitungan dan studi
kasus atas setiap transaksi setiap bulan dan bagaimana penghitungan dan penyetoran
PPh Final, termasuk waktu penyetoran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018 yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

PAJAK UMKM s a—
‘ ——Hlo=¢

Pasal 15
-

Mesniliki E-FIN dan (WP PP ZY) ———— v
Dasar Hukum KPP untuk masuk ke | s Lwiah 3 da
aar - 0,5%
psmegg: N - o
Peraturan Menteri « Membuat E-Baling di PN ool w4 :
Kauangan Nomor 242 wob pajak goad - 1 e
Tahun 2014 | o Menyetor Pajak di ¥ o - C
ATM / Tallar Bank et | e b
Internet Banking p—
Bogaimona Cara Boyar [ menagunakan i ._‘4_15 228
nya? £-Githing yang sudah 420 = .
adibuat e==n .

Gambar 12. Cara Setor Pajak

Gambar 12 menjelaskan tentang tata cara melakukan penyetoran pajak, yaitu
dimulai dengan membuat id billing di aplikasi djponline.pajak.go.id kemudian
melakukan pembayaran pajak melalui ATM/Teller/Internet Banking/SMS Banking
dengan memasukan id billing yang ada. Informasi ini juga tidak diketahui oleh
mayoritas peserta kegiatan, umumnya peserta tahu cara membayar pajak adalah datang
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ke Kantor Pajak atau ke Bank padahal banyak saluran pembayaran yang dapat
digunakan seperti melalui ATM/Teller Bank/Internet Banking hingga SMS Banking
yang aplikasinya sudah dimiliki di smartphone peserta secara mayoritas.

INSENTIF PAJAK

(sehubungan dengan Covid-19)

» Tidak perlu melakukan setoran pajak

Dasar Hukum : .‘ UMKM (0.5%)
‘ » Harus menyampaikan laporan realisasi
PARCASIRD ‘ secara online di djponline

e PMK 8¢/2020
jo PMK 9/2021

| PMK 44/2020 : Apr - Sept 2020
| PMK 86/2020 : Apr ~ Des 2020
PMK 2/2021: Jan - Jun 2021

Gambar 13. Insentif Pajak

Gambar 13 menjelaskan tentang insentif pajak sehubungan dengan pandemi
COVID-19 dimana insentif atau relaksasi yang diberikan pemerintah adalah
menanggung PPh Final UMKM sebesar 0.5% yang artinya pelaku UMKM tidak perlu
membayar pajak penghasilan final setiap bulan. Insentif tersebut dirasakan membantu
pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset pada masa pandemi (Mulyani et al.,
2021).

RISIKO PEMERIKSAAN PAJAK

\ » WP UMKM tidak melaporkan laporan
realisasi insentif (risiko ditagihkan PPh
final oleh KPP)

» WP UMKM tidak melampirkan laporan
PPh final pada SPT Tahunan (ristko
ditagihkan PPh atas penambahan asset

Gambar 14. Risiko Pemeriksaan Pajak

Gambar 14 menjelaskan tentang risiko pemeriksaan pajak bagi pelaku UMKM
penerima insentif perpajakan dan semua pelaku UMKM yang harus melampirkan
rekapan transaksi dan PPh final yang disetor tiap bulan di SPT Tahunan. Banyak
peserta yang berfikir bahwa jika sudah menyetor pajak maka tidak perlu lapor lagi di
SPT Tahunan, padahal hal tersebut memiliki risiko perpajakan terkait dengan analisis
kenaikan aset yang dimiliki peserta yang sebenarnya berkaitan juga dengan penghasilan
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yang diterima atas usaha masing-masing.

d) Tanya Jawab dan Diskusi Perpajakan
Pada bagian terakhir pelaksanaan, moderator memimpin ruang diskusi untuk peserta
bertanya seputar topik perpajakan UMKM dan pemeriksaan pajak atau topik
perpajakan lainnya secara umum.

Gambar 15. Tanya Jawab

Pada sesi ini juga diketahui bahwa banyak peserta sebagai pelaku UMKM yang tidak
tahu proses mendaftar NPWP, menghitung Pajak Penghasilan dari usaha, menyetor
Pajak Penghasilan, dan pelaporan SPT Tahunan sehingga terjadi risiko pemeriksaan
yang cukup mengkhawatirkan. Moderator, Pembicara dan juga Tim PkM lain secara
bergantian membantu peserta dalam memecahkan kasus yang terjadi secara langsung
pada peserta kegiatan.

Antusiasme peserta dalam bertanya seputar pajak-pajak usahanya tampak tinggi pada
sesi ini, sehingga waktu yang dihabiskan dalam proses tanya jawab adalah yang paling
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banyak.

Pada sesi tanya jawab ini, peserta boleh bertanya melalui chat atau raise hand untuk
dapat bertanya dan berdiskusi langsung dengan pembicara dan peserta lainnya.
Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta adalah sebagai berikut:

Dari pelaku UMKM pengusaha kuliner & driver online

: Bagaimana cara penghitungan pajak penghasilan yang dari driver online karena tidak

tetap, di sisi lain penghasilan dari usaha kuliner adalah rutin.

: Yang dihitung sebagai objek Pajak Penghasilan Final adalah pendapatan dari usaha

kuliner yang rutin, sedangkan untuk penghasilan tidak tetap dari driver online
dilaporkan pada SPT Tahunan bagian penghasilan dalam negeri lainnya, kemudian
dihitung pajak penghasilan tidak final sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Setelah selesai kegiatan pelaksanaan PkM, tim dari Universitas Mercu Buana
melakukan evaluasi berupa pengumpulan data dan informasi dari peserta kegiatan
sehubungan dengan topik kegiatan yaitu Pajak Penghasilan UMKM dan risiko
pemeriksaan pajak.

Proses evaluasi ini lebih difokuskan pada bagaimana peningkatan pemahaman
peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat, dan
bagaimana proses kegiatan yang telah dilakukan. Proses evaluasi berfungsi sebagai
kontrol dari hasil kegiatan yang telah dilakukan guna menjamin mutu kegiatan yang
sistematis, efektif dan efisien. Pada tahap ini, peserta diberikan pertanyaan tentang
kasus-kasus terbaru oleh moderator dan pembicara, seperti tarif PPh final, kasus
penghitungan PPh final dari omset pelaku UMKM, cara menyetor pajak, proses
pelaporan PPh final di SPT Tahunan. Proses pemberian pertanyaan dilakukan secara
langsung di ruang zoom dan peserta menjawab langsung. Proses evaluasi ini juga
dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai dampak kegiatan PKM bagi peserta
atas masalah yang ada sebelumnya, secara mayoritas peserta paham tentang materi
yang disosialisasikan, didemonstrasikan dan dicontohkan. Proses evaluasi juga
dilakukan guna mendapatkan umpan balik dari peserta melalui Kkuisioner untuk
perbaikan kegiatan di masa mendatang.

Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa sebenarnya peserta paham akan pentingnya
pajak bagi negara dan akan dirasakan peserta juga secara tidak langsung seperti sarana
jalan raya yang bagus, sarana listrik dan sarana umum lainnya sehingga peserta tahu
bahwa semua manfaat yang dirasakan berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat
juga. Adapun tingkat kemampuan peserta dalam menghitung Pajak Penghasilan,
memahami cara menyetor Pajak Penghasilan dan memahami proses pelaporan pajak
penghasilan sesuai ketentuan berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018, serta pemahaman proses pemeriksaan pajak telah meningkat
dan mendorong peserta untuk lebih patuh pajak agar terhindar dari tax cost yang dapat
muncul karena pemeriksaan pajak, selain meningkatnya kesadaran akan pentingnya
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penerimaan pajak.
Menutup rangkaian kegiatan PkM, dibuatkan Laporan Pengabdian Kepada
Masyarakat yang harus disampaikan kepada Direktorat PPM Universitas Mercu Buana.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa
kegiatan PKkM antara Universitas Mercu Buana dengan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang telah berjalan 2 tahun. Hal tersebut
menjelaskan bahwa pelaku UMKM di Kota Tangerang menerima manfaat dari kegiatan
ini sehingga mitra dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota
Tangerang bersedia untuk melanjutkan kegiatan serupa. Kegiatan PKM ini selain
sebagai kewajiban tridharma dosen sebagai akademisi juga diterima dengan baik oleh
peserta di bawah pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Tangerang.

Pelaksana kegiatan PkM telah melaksanakan serangkaian proses kegiatan mulai
dari persiapan, pelaksanaan, hingga laporan yang semuanya dilaksanakan secara
bertanggung jawab dan kerjasama baik sesame anggota pelaksana maupun mitra
kegiatan. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan webinar ini adalah 90 peserta yang
memiliki beragam jenis usaha tingkat UMKM di Kota Tangerang. Kegiatan PkM ini
dilaksanakan secara daring menggunakan sarana zoom, sesuai kesepakatan anggota
pelaksana dan mitra pada tahap persiapan. Hal tersebut dilakukan karena kegiatan
dilaksanakan pada waktu pandemic COVID-19 masih tinggi baik secara regional Kota
Tangerang, nasional maupun dunia.

Pada tahap pelaksanaan, dukungan dari pejabat Universitas Mercu Buana dan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang terlihat pada
kehadiran dan sambutan di awal acara. Metode pelaksanaan terdiri dari 3 sesi yaitu sesi
sosialisasi tentang Pajak Penghasilan dan risiko pemeriksaan pajak UMKM, sesi
praktik dan studi kasus dari materi sosialisasi, dan sesi tanya jawab seputar topik yang
disosialisasikan dan topik perpajakan lain yang dialami oleh peserta.

Evaluasi merupakan proses terakhir dari kegiatan PkM, dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat manfaat dari kegiatan ini bagi peserta dan ditemukan terjadi
peningkatan pemahaman peserta atas materi yang disosialisasikan, didemontrasikan
dan studi kasus yang dilatih kepada peserta. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai
bentuk tanggung jawab kepada Universitas Mercu Buana atas kegiatan yang telah
dilaksanakan.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kegiatan PKM dengan topik pajak penghasilan dan risiko pemeriksaan pajak
UMKM ini menemukan simpulan sebagai berikut:
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Peserta kegiatan PkM yang terdiri dari pelaku UMKM di Kota Tangerang memiliki
keterbatasan sumber daya dalam bidang perpajakan, maka dibutuhkan sosialisasi yang
lebih banyak dari Direktorat Jenderal Pajak ataupun pihak lain seperti akademisi guna
meningkatkan kecakapan pelaku UMKM atas hak dan kewajiban perpajakan.

Pelaku UMKM sadar bahwa pajak memang dibutuhkan untuk pembangunan negara
yang secara tidak langsung akan dinikmati masyarakat, namun risiko pemeriksaan yang
dapat meningkatkan tax cost wajib pajak dianggap sebagai motivasi negatif yang harus
dihindari sehingga mendorong pelaku UMKM untuk patuh pajak. Hal ini juga menjadi
perhatian bagi regulator dan pihak lain seperti organisasi konsultan pajak dalam
memberikan pendampingan bagi Wajib Pajak khususnya UMKM agar terhindar dari
tax cost yang tinggi karena ketidakcakapan dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan.

Sedangkan Kegiatan PkM dengan topik pajak penghasilan dan risiko
pemeriksaan pajak UMKM ini diharapkan memiliki implikasi sebagai berikut:

Dengan ditemukannya bahwa peningkatan pemahaman peserta tentang cara
menghitung, cara menyetor dan cara melaporkan pajak penghasilannya dari usaha,
memberikan implikasi yang baik kepada mitra dan pelaksana kegiatan untuk
melaksanakan kegiatan ini di masa mendatang.

Dengan ditemukannya bahwa peserta banyak yang kurang memiliki pemahaman
perpajakan sebelum kegiatan berlangsung dan meningkat setelah kegiatan, hal tersebut
memberikan implikasi untuk penelitian mendatang secara luas tentang pengaruh
sosialisasi terhadap pemahaman perpajakan, hingga terhadap kepatuhan pajak.

Implikasi bagi dunia pendidikan / pengajaran dari kegiatan ini adalah dimasukkannya
studi kasus tentang pajak UMKM dan atau memasukkan topik pajak UMKM dalam
silabus mata kuliah baik yang mata kuliah perpajakan hingga ke penelitian pajak atau
penelitian UMKM.

PENGAKUAN

Kegiatan PKM ini merupakan kerjasama antara Universitas Mercu Buana
dengan Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM. Selain sebagai kewajiban tridharma dosen, kegiatan ini nyatanya
bermanfaat langsung bagi peserta kegiatan dalam peningkatan pemahaman peserta atas
materi yang disosialisasikan, selain itu juga kesadaran peserta tentang hak dan
kewajiban perpajakan terkait usahanya meningkat.
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